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ABSTRAK 

 

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENAGIHAN PAJAK 

TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN BADAN PADA KANTOR 

PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR 

 

Oleh: 

Tasya Wudd 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi penagihan 

pajak dengan surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan 

terhadap penerimaan kewajiban perpajakan wajib pajak badan. Objek penelitian ini 

adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder dan data primer. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode penelitian deskriptif. Analisis data dilakukan menggunakan metode 

analisis deskriptif rasio efektivitas dan rasio kontribusi penagihan pajak terhadap 

kewajiban perpajakan badan dan analisis data kualitatif untuk data wawancara. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penagihan pajak dengan surat 

teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan tergolong tidak 

efektif terhadap penerimaan kewajiban perpajakan. Sedangkan kontribusi 

penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan 

penyitaan terhadap penerimaan kewajiban perpajakan tergolong sangat kurang. 

Kata Kunci: Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan 

Penyitaan, Penagihan Pajak 
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ABSTRACT 

EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION ANALYSIS OF TAX 

COLLECTION TO CORPORATE’S TAX REVENUE AT PRATAMA 

PALEMBANG ILIR TIMUR TAX OFFICE 

By: 

Tasya Wudd 

This study aims to determine the effectiveness and contribution of tax collection 

with reprimand letter, distress warrant, and confiscation letter to corporate’s tax 

revenue. The object of this study is Pratama Palembang Ilir Timur Tax Office. This 

study uses secondary and primary data. The research method used is descriptive 

research method. The data analysis technique used is descriptive analysis method 

of effectiveness ratio, contribution of tax colleciton to corporate’s tax revenue ratio 

and qualitative data analysis for interview results. The result of the analysis show 

that tax collection with reprimand letter, distress warrant, and confiscation letter 

are classified as ineffective againts tax revenue. While the contribution tax 

collection with reprimand letter, distress warrant, and confiscation letter are 

classified as very low againts tax revenue.  

Keyword: Reprimand Letter, Distress Warrant, Confiscation Letter, Tax 

Collection  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia ialah satu dari sekian negara berkembang yang berpotensi guna 

menjadi negara yang lebih maju jika memaksimalkan kegiatan pembangunan 

nasional. Pembangunan ini dilakukan agar dapat memenuhi keadilan sosial yang 

merupakan Sila ke-5 Pancasila dengan cara mencerdaskan kehidupan bangsa guna 

menyejahterakan seluruh masyarakat di Indonesia. Pembangunan ini memerlukan 

biaya yang sangat besar sehingga diwujudkan pada Anggaran Penerimaan dan 

Belanja Negara (APBN). Pajak ialah pemasukan yang paling besar dibandingkan 

dengan penerimaan negara lain dalam APBN. Dari waktu ke waktu, dapat dilihat 

bahwa banyak upaya telah dilakukan dalam rangka memaksimalkan penerimaan 

pajak oleh pemerintah. Guna mengatasi permasalahan sektor ekonomi, pajak 

diharapkan menjadi solusi karena pajak dapat segera digunakan untuk berbagai 

macam pembiayaan keperluan negara (Minsar, 2020). Namun, pada kenyataannya 

Indonesia belum bisa merealisasikan potensi guna menjadi negara maju. Hal 

tersebut bisa dilihat dari berbagai sektor yang memiliki beberapa masalah 

terkhusunya sektor ekonomi. 

Terdapat 3 jenis sistem pemungutan pajak diantaranya withholding tax, self 

assessment, dan official assessment. Perpajakan di Indonesia mula-mula menganut 

peraturan yang dicetus oleh Belanda (ordonansi PPs 1925 dan ordonasi PPd 1944) 

yaitu menggunakan sistem pemungutan official assessment. Pada tahun 1983 terjadi 

reformasi perpajakan Indonesia yang menyebabkan perubahan sistem yang 
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awalnya Official Assessment sebagai Self Assessment. Penggunaan sistem ini 

didasari oleh UU. No. 28 Tahun 2007 (UU KUP). Indonesia menganut Self 

Assessment dimana pemungutan pajak yang wajib pajaknya menjumlah, 

membayar, serta mengungkapkan sendiri besar jumlah pajak terhutang ke Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) atau langsung mengakses website pajak resmi yaitu 

djponline.pajak.go.id.  

Dalam penggunaan Self Assessment System, pemerintah hanya berperan 

sebagai pengawas. Karena hal tersebut, kebanyakan Wajib Pajak sering 

menyalahgunakan sistem pemungutan pajak dengan berusaha untuk menghindari 

hutang beban pajak. Realisasi penerimaan pajak selama ini belum optimal akibat 

berbagai masalah seperti banyaknya tunggakan pajak atau belum dilunasinya pajak 

oleh wajib pajak. Tunggakan pajak harusnya segera diselesaikan tepat waktu seperti 

yang tertera dalam UU perpajakan yang sah oleh Wajib Pajak. Tetapi, tetap terdapat 

banyak wajib pajak yang menunda melunaskan kewajibannya dan justru 

menggunakan cara penghindaran pajak (tax avoidance) (Febrilyantri, 2022). 

Keadaan ini memaksa fiskus untuk lebih tegas terhadap para wajib pajak melalui 

penerapan law enforcement (ketentuan hukum) sesuai dengan ketentuan UU 

perpajakan. Penerapan ini diharapkan agar penanggung pajak dapat menunaikan 

kewajibannya menurut ketentuan Undang-undang Perpajakan Indonesia (Shyafril 

& Bima, 2021). Berdasarkan data didapatkan dari KPP Pratama Palembang Ilir 

Timur menunjukkan bahwa tunggakan pajak ternyata menurun saat 2020-2021 

namun meningkat dengan pesat pada 2021-2022. 
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Tabel 1.1 Total Tunggakan Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Palembang Ilir Timur Periode 2020-2022 

Tahun 
Total Tunggakan Pajak 

Orang Pribadi Badan  

2020 Rp188.779.225 Rp331.190.843  

2021 Rp183.838.720 Rp251.733.265  

2022 Rp194.054.090 Rp6.550.401.836  

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Palembang Ilir 

Timur, 2023 

Perpajakan di Indonesia dinaungi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang 

perannya sebagai penegak hukum (law enforcement agent). Direktorat Jenderal 

Pajak bertujuan guna pengoptimalan pemasukan pajak yang tentunya memiliki 

beberapa kendala. Sebagai law enforcement agent (penegak hukum), DJP bertugas 

mengatasi kendala yang ada dengan melaksanakan hukum secara konsisten (Fitrah 

et al., 2021). Direktorat Jenderal Pajak membuat beberapa produk hukum berwujud 

peraturan perpajakan yang diharapkan bisa menyeimbangkan antara kepentingan 

negara dan kepentingan wajib pajak guna meminimalisir kendala penerimaan pajak. 

Penagihan Pajak ialah salah satu produk hukum yang diperuntukan memaksimalkan 

penerimaan pajak. Penagihan Pajak ialah rangkaian kegiatan guna Wajib pajak 

menunaikan kewajibannya dengan memperingatkan atau menegur, penagihan 

seketika dan sekaligus, menerbitkan surat paksa, menyelenggarakan penyitaan, 

menyelenggarakan penyanderaan, serta melakukan penjualan barang yang telah 

disita berdasarkan ketentuan yang terdapat pada UU. No. 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pelaksanaan tindakan penagihan pajak harus 
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persisten dan tegas sehingga bisa menghasilkan efek yang positif guna pemenuhan 

kewajiban pajak.  

Terdapat 2 jenis penagihan pajak yaitu secara pasif dan juga aktif. Secara 

pasif, penagihan dilakukan dengan cara menghimbau melalui telepon, surat atau 

media lainnya saat sebelum tanggal jatuh tempo, sedangkan secara aktif, penagihan 

pajak dilaksanakan melalui cara mempublikasi surat teguran, surat paksa, surat 

perintah melakukan penyitaan, serta melakukan lelang saat setelah jatuh tempo. 

Kedua jenis penagihan yang sering dilaksanakan merupakan penagihan pajak aktif 

sebab dapat secara langsung memberikan efek sadar terhadap wajib pajak. 

Terbitnya Surat Teguran/Peringatan/lainnya ialah tindakan awal yang 

dilaksanakan pada penagihan pajak guna menjadi pedoman tindakan selanjutnya. 

Mengacu pada Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat 

Paksa (UU PPSP), Surat Teguran/Peringatan/lainnya dikeluarkan bila wajib pajak 

tidak memenuhi kewajibannya hingga jatuh tempo pembayaran hutang pajak. 

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan 

Surat Paksa, surat paksa ialah surat perintah membayar utang pajak dan biaya 

penagihan pajak. Surat Paksa ialah perintah pembayaran hutang pajak (beserta 

biaya penagihannya) yang bersifat eksekutorial serta memiliki kekuatan hukum 

setara dengan ketetapan pengadilan berupa surat (Mardiasmo, 2019). Surat Perintah 

Melakukan Penyitaan (SPMP) diisukan jika belum melunasi hutang pajak setelah 

diterbitkannya Surat Paksa selama 2x24 jam. Surat ini dilihat dari Pasal 1 Ayat (14) 

UU RI No. 19 Tahun 2000 merupakan langkah penegak hukum guna mengakui 

barang wajib pajik sebagai jaminan agar melunaskan kewajibannya didasari 
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peraturan perundang-undangan. Penyitaan ini dilakukan pada barang milik yang 

terdapat pada tempat kedudukan, tempat tinggal, tempat usaha ataupun tempat yang 

hak miliknya ada pada pihak lainnya selaku jaminan atas lunasnya suatu hutang. 

Pada surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan, 

tedapat nilai ketetapan pada masing-masing surat. Nilai ketetapan ini yang 

diberitahukan kepada wajib pajak untuk kemudian dilunasi kewajiban 

perpajakannya. Tentunya penagihan ini membantu untuk menambah penerimaan 

pajak. Untuk melihat keefektivan dan kontribusi penagihan pajak terhadap 

penerimaan pajak dapat dilihat menggunakan rasio efektivitas dengan cara 

menghitung nilai ketetapan yang dibayar wajib pajak dibagi nilai ketetapan yang 

diterbitkan fiskus kemudian dikali 100% dan rasio kontribusi penagihan pajak 

terhadap penerimaan pajak dengan cara menghitung nilai ketetapan yang dibayar 

wajib pajak dibagi nilai penerimaan pajak dikali 100%. Dari hasil tersebut, akan 

didapatkan persentase rasio efektivitas dan kontribusi penagihan pajak untuk 

kemudian diklasifikasikan menggunakan klasifikasi pengukuran efektivitas dan 

klasifikasi kriteria kontribusi menurut Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996. 

Peneliti tertarik untuk meneliti topik Penagihan Pajak karena topik ini 

merupakan salah satu tema riset yang dibutuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak 

yang terdapat pada website eriset.pajak.go.id. Peneliti menggunakan metode 

penelitian deskriptif dimana akan dideskripsikan, digambarkan, atau pun dilukiskan 

fenomena yang terjadi. Dimana pada penelitian ini, fenomenanya adalah penagihan 

pajak aktif dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan 

Penyitaan. Peneliti, pada penelitian ini, memakai data jenis primer. Ini berarti data 
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didapatkan secara langsung bersumber dari tempat penelitian maupun objek 

penelitian hingga menghasilkan data berupa keterangan yang dibutuhkan mengenai 

masalah yang sedang diteliti dimana pada penelitian ini akan mengambil data Surat 

Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang terbit dan 

dibayarkan dan juga realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Palembang Ilir 

Timur Periode 2020-2022. Hal ini akan dibandingkan keefektifannya dan nilai 

kontribusinya menggunakan metode analisis deskriptif rasio efektivitas dan rasio 

kontribusi terhadap pencairan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Badan di KPP 

Pratama Palembang Ilir Timur. Dari penggunaan metode deskriptif, akan didapat 

gambaran perbandingan mengenai tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan 

pajak aktif. Dari hasil tersebut akan didapatkan data komparatif untuk kemudian 

dianalisis lebih lanjut dengan cara melakukan wawancara. Faktor penyebab tidak 

tercapainya realisasi penagihan pajak terhadap kewajiban perpajakan dapat 

diketahui dengan Analisis Data Kualitatif Menurut Miles dan Huberman. 

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara pada pihak tekait 

dimana pada penelitian ini adalah Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan 

Penagihan dan Jurusita Pajak pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Setelah data 

dikumpulkan, akan dilakukan Reduksi Data dimana data disederhanakan sesuai 

kebutuhan guna mempermudah mendapatkan informasi untuk kemudian disajikan 

untuk pihak lain sehingga dapat disimpulkan hasil data sebagai penutup (Sugiyono, 

2019). 

Tentunya masing-masing tindakan penagihan pajak baik dengan surat 

teguran, surat paksa, maupun surat perintah melaksanakan penyitaan diterbitkan 
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berdasarkan tunggakan yang dilakukan wajib pajak. Adapun total Wajb Pajak 

Badan yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur Periode 2020-2023 

sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Total Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Periode 2020-2022 

 

 

 

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Palembang Ilir 

Timur, 2023 

Menurut Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, tindakan 

pemberian surat dapat dilakukan ke wajib pajak lebih dari satu kali. Hal ini 

tergantung ketetapan tunggakan pajak setelah dilakukan pemeriksaan oleh fiskus 

hukum. Adapun total tindakan penagihan pajak yang diterbitkan untuk Wajib Pajak 

Badan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur Periode 2020-2023 sebagai berikut: 

Tabel 1.3 Total Tindakan Penagihan Aktif yang Diterbitkan untuk Wajib 

Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur 

Periode 2020-2022 

Tahun 

Jumlah Tindakan 

Surat Teguran 

yang 

Diterbitkan 

Surat Paksa yang 

Diterbitkan 

Surat Perintah 

Melaksanakan 

Penyitaan yang 

Diterbitkan 

2020 3.180 837 48 

2021 2.139 944 47 

2022 3.882 1.710 87 

Sumber: Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Palembang 

Ilir Timur, 2023 

Tahun Jumlah Wajib Pajak Badan 

2020 21.461 

2021 22.405 

2022 23.678 
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Berikut total penagihan pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Badan di KPP 

Pratama Palembang Ilir Timur Periode 2020-2023: 

Tabel 1.4 Total Realisasi dan Tidak Terealisasi Penagihan Aktif yang 

Dibayarkan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Palembang Ilir Timur Periode 2020-2022 

No. Jenis Penagihan Tahun 
Nilai yang 

Terealisasi 

Nilai yang Tidak 

Terealisasi 

1. Surat Teguran 

2020 Rp1.828.861.735 Rp15.562.515.893 

2021 Rp713.502.537 Rp13.626.522.876 

2022 Rp462.484.811 Rp21.731.903.026 

2. Surat Paksa 

2020 Rp2.409.904.599 Rp8.232.952.368 

2021 Rp2.206.931.759 Rp21.393.626.081 

2022 Rp1.382.391.658 Rp13.895.999.735 

3. 

Surat Perintah 

Melaksanakan 

Penyitaan 

2020 Rp84.092.123 Rp1.162.404.578 

2021 Rp1.751.908.815 Rp9.926.686.385 

2022 Rp901.236.750 Rp26.360.058.189 

Sumber: Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Palembang 

Ilir Timur, 2023 

Dari nilai ketetapan terbitnya surat teguran, surat paksa, dan surat perintah 

melaksanakan penyitaan pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur, setelah 

dilakukan analisis terlihat bahwa penagihan aktif tergolong tidak efektif dilihat dari 

persentase rasio efektivitas kurang dari 60% dan kontribusinya terhadap 

penerimaan pajak tergolong sangat kurang terlihat dari persentase rasio kontribusi 

kurang dari 10%. Menurut jurusita pajak, kendala yang dialami saat melaksanakan 

penagihan pajak beragam, baik dari kendala internal maupun eksternal. Kendala 

internal antara lain dikitnya jumlah wajib pajak untuk wilayah kerja yang luas dan 

terdapat alamat wajib pajak yang sudah pindah, dan untuk kendala eksternal antara 

lain wajib pajak tidak bisa ditemui, wajib pajak yang memang tidak patuh, wajib 

pajak mengalami kesulitan ekonomi, dan wajib pajak mengajukan 
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banding/gugatan. Tentunya, jurusita pajak berusaha mengatasi kendala ini dengan 

cara bekerja berdasarkan prioritas, memfasilitasi wajib pajak jika ingin 

mengangsur, dan lain-lain.  

Peneliti juga tertarik untuk meneliti karena terdapat perbedaan hasil 

penelitian menurut penelitian oleh Syafrianti & Silvera (2019) dimana kontribusi 

penagihan pajak terhadap penerimaan pajak tergolong sangat kurang dan menurut 

Nainggolan (2020) dimana Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa 

berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Karena alasan 

tersebut dan terdapat perbedaan hasil tentang pengaruh penagihan pajak aktif 

terhadap pencairan kewajiban perpajakan mengacu ke peneliti terdahulu, maka 

peneliti mengajukan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas dan 

Kontribusi Penagihan Pajak Terhadap Kewajiban Perpajakan Badan Pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Peneliti memperoleh rumusan masalah berlandaskan latar belakang yang 

sudah diuraikan sebelumnya, yaitu: 

1. Bagaimana tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat 

Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Penerimaan 

Kewajiban Perpajakan?  

2. Bagaimana nilai kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat 

Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Penerimaan 

Kewajiban Perpajakan?  
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3. Apa faktor yang menyebabkan belum tercapainya realisasi penagihan pajak 

terhadap Penerimaan kewajiban perpajakan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berlandaskan rumusan masalah yang diajukan peneliti, peneliti 

merumuskan tujuan antara lain: 

1. Guna mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran, 

Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Penerimaan 

Kewajiban Perpajakan. 

2. Guna mengetahui nilai kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran, 

Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Penerimaan 

Kewajiban Perpajakan. 

3. Guna mengetahui faktor yang menyebabkan belum tercapainya realisasi 

penagihan pajak terhadap Penerimaan kewajiban perpajakan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman pembaca 

tentang besarnya dampak penagihan pajak terhadap Penerimaan Kewajiban 

Perpajakan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini dimaksudkan bisa bermanfaat dalam menerapkan ilmu yang telah 

peneliti terima serta diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 
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terhadap pemerintah mengenai efektivitas penggunaan Surat Teguran, Surat 

Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebagai langkah penagihan 

pajak terhadap penerimaan kewajiban perpajakan. 

b. Kepada Pemerintah, peneliti mengharapkan bisa menambah pengetahuan 

pihak pemerintah mengenai besarnya dampak penggunaan Surat Teguran, 

Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebagai langkah 

penagihan pajak sehingga diharapkan membantu pemerintah mengenai 

penagihan pajak guna memaksimalkan penerimaan pajak. 

c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil dari tulisan peneliti bisa menjadi 

acuan untuk penelitian juga membahas mengenai kontribusi penggunaan Surat 

Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebagai 

langkah penagihan pajak terhadap penerimaan kewajiban perpajakan. 
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